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GLOSARIUM 

Auotomatic standstill dan  

Automatic stay                    : 

Istilah  Automatic standstiil stay dan  Automatic stay 

berasal dari bahasa inggis yang artinya keadaan 

diam, dalam kepailitan Indonesia istilah tersebut 

istilah tersebut memiliki kesamaan makna dengan 

sita umum 

Bankruptcy                         : Istilah Bankruptcy berasal dari bahasa inggris yang 

artinya Pailit 

Bankruptcy court 

 : 

Peradilan khusus yang memiliki kewenangan dalam 

penyelesaian masalah kepailitan di Amerika Serikat 

Case no. 02-13533 (ajg) in re 

worldcom., et al 

 : 

Putusan kepailitan Worldcom oleh United States 

District Court Southern District Of New York   

cash flow test 

 : 

Merupakan pengujian laporan keuangan terhadap 

alur keluar-masuk pendapatan dan pengeluaran 

debitor 

Debitor 

 : 

Adalah seseorang yang mempunyai utang karena 

perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya 

dapat ditagih di muka pengadilan. 

Debitor pailit 

 : 

Adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan 

putusan Pengadilan 

debt collection procedure: Merupakan prosedur pengumpulan utang 

debt default  : Merupakan tahap pengukuran kemampuan sebuah 

perusahaan, untuk dapat atau tidak membayar 

utangnya sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan. 

Faillissement Verordening  : Merupakan Undang-Undang Kepailitan pertama 

yang berlaku di Indonesia 

financial distress  : Merupakan kondisi penurunan keuangan yang 

dialami oleh suatu perusahaan selama beberapa 

tahun berturut-turut sehingga dapat mengakibatkan 

kebangkrutan 

Fresh start  : Merupakan suatu keadaan dimana debitor yang 

memiliki itikad baik diberikan kesempatan untuk 

kembali melakukan bisnis tanpa dibebani utang-

utang yang menggantung dari masa lampau sebelum 

putusan pailit.  

Insolvensi : Merupakan keadaan dimana debitor tidak mampu 

membayar utangnya karena utang lebih besar dari 

aset yang dimiliki 
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Insolvensi tes  : Merupakan sebuah mekanisme untuk menguji 

kemampuan bayar debitor atas utangnya, melalui 

perbandingan nilai aset  dengan utang yang 

dimilikinya 

Kepailitan  : Merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor 

Pailit yang pengurusan dan pemberesannya 

dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim 

Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. 

Kreditor : Merupakan orang yang mempunyai piutang karena 

per-janjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih 

di muka pengadilan. 

On going concern : Merupakan kesepakatan bersama antara debitor 

dengan kreditor terkait restrukturisasi utang debitor 

On going business : Merupakan suatu keadaan dimana debitor 

dimaksudkan dapat menjalankan bisnisnya kembali 

agar dapat memenuhi kewajiban utangnya 

Pengadilan niaga : Merupakan suatu Pengadilan khusus yang berada di 

lingkungan peradilan umum, yang dibentuk dan 

bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan 

serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit 

dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta 

perkara lain dibidang perniagaan. 

Prorate parte : Merupakan bagian proporsional yang dihitung 

berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing 

dibandingkan terhadap piutang mereka secara 

keseluruhan, terhadap harta kekayaan debitor 

tersebut 

reorganisasi : Merupakan sekumpulan orang yang mempunyai 

tujuan yang sama, itu berarti reorganisasi 

adalah melakukan pengorganisasian kembali 

solvabilitas : Merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitas juga 

berarti menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

melunasi seluruh utang yang ada dengan 

menggunakan seluruh aset yang dimilikinya 

solven : Merupakan debitor yang secara akuntabilitas 

memiliki aset lebih besar dari utangnya 

U.S Bankruptcy Code : Merupakan Pengaturan perundangan tentang 

kepailitan pada negara Amerika Serikat 

 

UUK PKPU :  Merupakan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 

Tahun 2004 yang mengatur tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Wetbook van Koophandel Merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  
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DAFTAR SINGKATAN 

Bankruptcy Abuse 

Prevention and Consumer 

Protection Act (BAPCA) 

 

Peraturan Perundang-undang di Amerika Serikat tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan Kepailitan dan 

Perlindungan Konsumen mengatur tentang  kasus yang 

diajukan. 
 

JKT.PST  : Merupakan kepanjangan dari Jakarta Pusat 

KMA : Merupakan singkatan dari Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung 

PN : Merupakan kepanjangan dari Pengadilan Negeri 

SEC : Merupakan singkatan dari United States Securities and 

Exchange Commission (disingkat SEC) atau Komisi 

Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat adalah suatu badan 

independen dari pemerintah Amerika yang memiliki 

tangung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan dari 

peraturan-peraturan dibidang perdagangan efek dan 

mengatur pasar perdagangan 

SEMA : Merupakan singkatan dari Surat Edaran Mahkamah 

Agung 

UUK PKPU :  Merupakan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 

Tahun 2004 yang mengatur tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

AJG  

Rv Rechtvoordering 

WvK Weetbook van Koophandel 

11 U.S. Code § 341 11 United States Code § 341, merupakan undang-undang 

kepailitan chapter 11 Pasal 341 

UFTA Uniform Fradulent Transfer Act   
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